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Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 diperlukan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.
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selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum
APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran
2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini. Apabila setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani terjadi
perubahan pendapatan dan perubahan jumlah belanja yang disebabkan Peraturan
Perundang-Undangan, maka dapat dimasukkan ke dalam belanja daerah
(program, kegiatan dan sub kegiatan) serta rencana pengeluaran daerah, tanpa
merubah Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Muara Bulian, ¢\ September 2020

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BATANG HARI

selaku, Selaku,
PIHAK KEDUA
igg v 11«
Ir. H. SYAHIRSAH SY ANITA YASMIN, SE
KETUA

Hj. YUNNINTA ASMARA,SH

ILHAMUDDIN, S.Pd.I
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Batang Hari
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2021, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam periode
RPIJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 dan merupakan irisan tahap
ke-4 (2016-2021) dari bagian proses RPJPD Kabupaten Batang Hari.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala
daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Hal ini sejalan dengan
Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman

penyusunan APBD.

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program
dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan

kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Dengan demikian
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Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Batang Hari Tahun 2021. Pada dasarnya Kebijakan Umum APBD
(KUA) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai
implementasi RKPD Tahun Anggaran 2021. Secara umum,
program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2021 tetap mengacu kepada Visi dan Misi pada RPJMD Batang
Hari 2016-2021, maka pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 tetap berorientasi
dan fokus kepada lima agenda utama Pembangunan, yang meliputi; bidang
Sumber Daya Manusia, bidang Ekonomi kerakyatan,
bidangInfrastruktur dan pelayanan dasar, bidang Reformasi dan
pelayanan umum, dan bidang Keagamaan dan kearifan lokal. Kelima
agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
agenda pembangunan nasional dan provinsi serta merupakan pilar pokok untuk
mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karenanya, sinergitas dan
konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat

dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Atas dasar lima agenda utama ini, maka disusunlah Kebijakan Umum
APBD (KUA) yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 untuk
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD,
selanjutnya menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang

dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021
memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi

perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
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penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penetapan prioritas pembangunan tahun 2021 didasarkan atas pertimbangan:

1)

2)

3)

APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan
kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam
perencanaannya melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan
sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah.
Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang
mempadu hasil Musrenbang, RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021,
arah kebijakan Bupati serta kebijakan dan prioritas Provinsi Jambi dan
Pemerintah Pusat;

APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan kinerja yang
berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, sistematis, transparan
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu dalam merencanakan program
dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan,
antar program maupun antar Perangkat Daerah (PD) guna menghindari
adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan
(pengganggaran terpadu/unified budgeting). Sinergitas pencapaian tujuan
pembangunan pemerintah pusat dan daerah harus dipertahankan, sekaligus
menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas
pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana anggaran disusun berdasarkan perkiraan maju (forward estimate)
yang memperhitungkan kebutuhan dana tahun anggaran berikutnya sesuai
rencana target pencapaian kinerja dalam 5 tahun, terutama yang berkaitan
dengan penyiapan infrastruktur pelayanan umum, peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta berbagai kegiatan
yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD Tahun 2021

memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya. Selain itu juga memuat tingkat keberhasilan-

keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2019
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disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada tahun 2021
termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan
dihadapi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan penjabaran
tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2019-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan. Tema dalam RKP Tahun 2021 adalah “Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan
diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi
Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi
Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran pembangunan yang harus
dicapai menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan
pada tahun 2021, antara lain :

Indikator Skenario 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 45-55
Pengangguran Terbuka (%) 7,5-8,2
Tingkat Kemiskinan (%) 9,2-97
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 72,78 - 72,90
Gini Ratio (indeks) 0,377 - 0,379
Inflasi (%) 3,0

Arah Pembangunan Nasional yang harus diselaraskan untuk mendukung

pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;

4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
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Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima)

arahan Presiden, sebagai berikut:

1.

2.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan
dinamis;

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan
produksi dengan ka wa san distribusi, yang mempermudah akses kawasan
wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah

perekonomian;

. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk

kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan

mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

. MenyederhanakanBirokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk

mempermudah investasi; dan

. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam

menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang

mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 dimaksud ada 7 (tujuh)

prioritas/agenda pembangunan, meliputi:

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan
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Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik.
Berdasarkan Tujuan RPIJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah ;

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,
akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan dan SDM yang
berbudaya dan agamis;

. Mewujudkan ketertiban umum daerah;
. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN;

. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan;

N o o1 b

. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum serta
pengelolaan energi;

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan
berwawasan lingkungan; dan

9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi
Jambi, yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan,
sasaran dan kebijakan RPIJMD Provinsi Jambi, yaitu :

1. Pembangunan ekonomi daerah;

2. Pembangunan infrastruktur;

3. Peningkatan sumberdaya manusia;

4. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan ketahanan bencana;

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Arah pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021 lebih diarahkan
pada :
1. Pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas didasarkan kepada

pengembangan agribisnis dan agroindustri unggulan yang
ditumbuhkembangkan sesuai potensi sumberdaya daerah yang dimiliki.
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2. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata difokuskan pada
upaya mempererat keterkaitan ruang antar kawasan, percepatan
pembangunan kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh dan pemerataan
ketersediaan infrastruktur dasar berkualitas di setiap daerah.

3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas difokuskan pada
pembangunan  pendidikan yang Dberorientasi pada  peningkatan
kompetensiyang sesuai kebutuhan dan pembangunan kesehatan yang
berorientasi pada penyiapan manusia Jambi yang sehat dan dapat hidup
layak.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat
memberikan pelayanan publik yang prima dan memberi jaminan kepastian
hukum.

5. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam yang berkualitas sehingga
menjamin ketersediaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup
sekarang dan mendatang.

Prioritas pembangunan Provinsi Jambi, maka pada Tahun 2021
Kabupaten Batang Hari termasuk ke dalam fokus Prioritas 1 pembangunan
Ekonomi; Prioritas 3 Peningkatan Sumberdaya Manusia,; Prioritas 4
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Ketahanan Bencana; serta

Prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada Tahun 2021

antara lain :
Indikator RPJMD Skenario 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,50 3,70 - 4,77
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,8 4,03 -5,80
Tingkat Kemiskinan (%) 7,4 7,1-7,221
Gini Ratio (indeks) 0,3000 0,3069
Indeks Pembangunan (Indeks) 71,80 72,507

Sumber : RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021
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Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi, yang mengacu pada Prioritas Nasional

serta selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi,

yaitu:

1.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan, yaitu :
a) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan Luar Biasa
b) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

c) Mendorong pembangunan gender

d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja

. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, dengan arah kebijakan, yaitu :

a) Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas,
kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana

b) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
c) Meningkatkan nilai tambah jasa produktif
d) Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan

. Peningkatan Konektivitas dan Sarana Prasarana Wilayah, dengan arah

kebijakan, yaitu :

a) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung
sektor unggulan

b) Memperluas akses terhadap air minum layak
c) Memperluas akses terhadap sanitasi layak
d) Meningkatkan rasio elektrifikasi

. Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya

Alam Berkelanjutan, dengan arah kebijakan, yaitu :

a. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi
pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka
memperkuat akses pangan masyarakat

c. Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran
d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Ketertiban Umum dan

ketenteraman Masyarakat, dengan arah kebijakan, yaitu :
a. Meningkatkan tata kelola layanan publik

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 8



b. Meningkatkan akuntabilitas
Meningkatkan kemampuan ASN
d. Meningkatkan kamtibmas

Secara umum Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Hari yang
ingin dicapai pada tahun 2021 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja
RPIMD 2016-2021, dengan Tema dalam RKPD Tahun 2021 adalah
“Tuntaskan Pembangunan SDM, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur,
Birokrasi dan Kearifan Lokal.” Dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Batng Hari Tahun 2021 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia (SDM);
b. Ekonomi Kerakyatan;
c. Infrastruktur Pelayanan Dasar; dan
d. Kearifan Lokal.
Dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Hari, yang harus

dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

. Skenario

Indikator RPJIJMD 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,5 4,24
Gini Ratio (indeks) 0,2525 0,2525
Usia Harapan Hidup (tahun) 69,86 69,86
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,95 8,95
Nilai Tukar Petani (Indeks) 102,50 102,50
Tingkat Kemiskinan (%) 9,5 9,7

Sumber : PRPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021/Diolah

Rencana program dan kegiatan Tahun 2020 merupakan implementasi RPJMD
2016-2021 yang memuat Visi Kabupaten Batang Hari yaitu “Masyarakat

Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan”.
Visi tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan
Berkarakter;
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2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan;

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar bagi
Masyarakat;

4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan
Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan;

5. Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Keagamaan Serta
Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan Kesenian Daerah
Dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional.

Visi dan misi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dari agenda pembangunan nasional, provinsi serta merupakan pilar pokok
untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena itu, sinergitas dan
konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat

dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2021 dengan

diintervensi pada aspek Sumberdaya Manusia, Ekonomi Kerakyatan dan

Infrastruktur Pelayanan Dasar adalah sebagaimana tertuang di dalam Tabel. 1.1

sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021
Target Target
Tujuan Indikator Tujuan | Satuan Tahun Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
2021 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Mewujudkan Kualitas | Angka Rata-rata Tahun 8,95 Meningkatnya APK SMP Sederajat | Persen 105,95
Sumber Daya Lama Sekolah Aksesbilitas
Manusia yang Cerdas | (ARLS) Pendidikan Dasar APM SMP Sederajat | Persen 85,37
dan Berkarakter - -
Meningkatnya Kualitas | Njjaj Rata-rata UN -
Pendidikan SMP Nilai 60,00
Persentase
Kelulusan SMP Persen 99,15
Meningkatnya Kualitas | Angka Harapan Tahun 69,86 Meningkatnya Derajad | Angka Kematian Anak 3
Sumber Daya Hidup Kesehatan Bayi ngka
Manusia yang Sehat Masyarakat Case Detection Rate | Persen 82,5
Meningkatnya Indeks Keluarga
Perilaku Hidup Sehat | genat Indeks 0.8
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Target Target
Tujuan . . Tahun Sasaran Indikator Sasaran Target
Indikator Tujuan | Satuan 2021 Satuan 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan PDRB Per Kapita Rupiah | 61,250 Meningkatnya Daya Nilai Tukar Petani
Pendapatan Juta Saing Petani (NTP) Persen | 102,50
Masyarakat Pemerataan
Pendapatan Indeks Gini Indeks 0,2525
Masyarakat
Meningkatkan Laju Pertumbuhan | Persen 7,50 Meningkatnya Iklim Laju Pertumbuhaan Persen 54
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Investasi Daerah Investasi '
Ekonomi Daerah Meningkatnya Daya
Bol Mgsyargkat Y8 | Nilai Inflasi Daerah Nilai 0,80
Meningkatkan Kualitas | Persentase Persen 50 Meningkatnya Kualitas
X ; . Persentase Jalan
dan Kuantitas Ketersediaan dan Kuantitas s
Kabupaten Kondisi Persen 27,95
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
. Mantap
Pelayanan Dasar Pelayanan Transportasi
Dasar Sesuai Memngkatnya Kualitas Jumlah Sekolah SD
Standar dan Kuantitas
dan SMP Jumlah 40
Infrastruktur terakreditasi A
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas | Persentase
dan Kuantitas Puskesmas Persen 55,56
Infrastruktur Terakreditasi Utama
Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah terakreditasi Jumlah 1
PARIPURNA
Meningkatnya Kualitas Persentase Kawasan
Infrastruktur Persen 0,0085
. Kumuh
Permukiman
Meningkatnya Persentase
Infrastruktur Pertanian | Insfrastruktur
. Persen 41,20
Pertanian terhadap
Luas Lahan Sawah
Meningkatnya
infrastruktur E:;s;r#?s:éumlah Persen 7,89
Perdagangan P
Pegelolaan Nilai Nilai 82 Meningkatnya Kinerja | Nilai SAKIP Nilai A
Pemerintahan yang Reformasi Pengelolaan Kabupaten
Bersih dan Akuntabel | Birokrasi Pemerintahan Daerah | Opini Kinerja -
Nilai WTP
Keuangan
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan
Pelayanan Publik Masyarakat (IKM) Indeks | 89,56
Terwujudnya Indeks Indeks 88,50 Meningkatnya Indeks Kepekaan Indeks 0.60
Implementasi Nilai- Kesholehan Kepekaan Sosial Sosial '
nilai Keagamaan Masyarakat Meningkatnya Budaya | Persentase Melek Persen 97
dalam Kehidupan Baca Al-qur'an Aksara Al-Quran
Masyarakat Memngkatnyg Persentase Konflik
Kerukunan Hidup Persen 0
SARA
Beragama
Terwujudnya Indeks Indeks 0,75 Meningkatnya Jumlah Event
Pengembangan Pembangunan Pengembangan Budaya dan Seni Jumlah 6
Budaya untuk Budaya Budaya Daerah Daerah
Melestarikan Kearifan | Daerah Pelestarian Budaya Jumlah Mata Budaya Jumlah 40
Lokal Kearifan Lokal yang dilestarikan

Sumber : RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-20121
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Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat
kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan

dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan
tahun berjalan;

b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya
terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;

c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana
sumber dan besaran pendapatan daerah;

d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas
pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan
pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi dengan kebijakan daerah
provinsi dan pusat serta kondisi riil di daerah;

e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus
daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka
menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA
Kebijakan Umum APBD tahun 2021 ini disusun dengan tujuan :

a. Menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
juga merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Nomor 58
Tahun 2020, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Batang Hari
Tahun 2021.

b. Untuk menyusun target dan capaian kinerja yang terukur dari program,
kegiatan dan sub kegiatan, urusan yang disertai dengan proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
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pembiayaan. Dengan asumsi bahwa tetap mempertimbangkan
perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan

fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi.

Untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan prinsip-

prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, terarah, efektif, efisien dan akuntabel.

1.3 DASAR PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 ini disusun atas dasar sebagai
berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
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8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025;
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27) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari
Tahun 2016-2021;

28) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2021.
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BAB I1

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sesuai dengan visi Bupati Batang Hari yang tercantum di dalam RPJMD
Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, “"Masyarakat Batang Hari Maju,
Adil, dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan”, Visi ini mengusung 5
(lima) Misi, diantaranya Misi I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang sehat, cerdas dan berkarakter; Misi II: Meningkatkan kesejahteraan
rakyat melalui ekonomi kerakyatan; Misi III: Meningkatkan kualitas dan
kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarkat; Misi IV: Meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proposional, efektif,
efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang
berkeadilan; dan Misi V: Memajukan dan mengimplementasikan nilai-nilai
keagamaan serta melestarikan nilai-nilai budaya kearifan lokal, adat dan

kesenian daerah dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional.

Mengacu pada Misi Kedua, maka tingkat perekonomian Kabupaten
Batang Hari harus ditingkatkan dengan mendorong program pembangunan
yang berpihak pada rakyat, atau lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan.
Dalam ekonomi rakyat, semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama.
Istilah ekonomi rakyat merupakan istilah ekonomi sosial (social economics)
sekaligus istilah ekonomi moral (moral economy). Peran ekonomi rakyat tidak
terbatas pada peran-peran di sektor formal, namun juga dari besarnya porsi
pelaku ekonomi rakyat dalam struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi
Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari Indeks Perkembangan pembangunan
ekonomi, Pertumbuhan ekonomi sebagai ringkasan dari Pendapatan Regional

yang diuraikan menurut sektor setiap tahun. Indeks ini menunjukkan
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seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahun berjalan,

dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun 2010).

Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dunia, nasional provinsi
dan khususnya Kabupaten Batang Hari juga sangat dahsyat. Arah kebijakan
ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian eksternal dan internal. Untuk
menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi
Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 - 2021 harus sejalan dengan kebijakan
ekonomi nasional dan provinsi serta memperhatikan dampak wabah Covid-19.
Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan
kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek
ke depan yang baik serta penanggulangan dampak wabah Covid-19, baik itu

dampak ekonomi maupun dampak sosial.

Berbagai permasalahan mendasar yang menuntut perhatian khusus
dalam pembangunan ke depan, di antaranya dampak wabah Covid-19, tingkat
pendapatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah,
birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampumengikuti kaedah
pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal
dan kurang mengindahkan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan; nilai
tambah produk masih rendah (produk primer); rendahnya ketersediaan dan
kualitas infrastruktur, dan masih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan

pembangunan daerah.

Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistem
pemerintahan daerah. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan
tersebut akan melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik
dibidang ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan.
Permasalahan mendasar ini perlu ditangani secara berkelanjutan dan
komprehensif, dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, dalam

rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi arah kebijakan pembangunan
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Kabupaten Batang Hari 2016-2021 yang disusun dalam kerangka 4 (empat)
agenda pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu; Bidang Ekonomi Rakyat;

Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Infrastruktur.

Nilai PDRB Kabupaten Batang Hari atas dasar dasar harga berlaku 2010
pada tahun 2019 mencapai 16,47 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini
mengalami kenaikan sebesar 0,79 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun
2018 yang mencapai 15,68 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi
oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.
Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari
11,16 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 11,72 triliun rupiah pada tahun
2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Batang Hari
mengalami  pertumbuhan ekonomi sekitar 4,99 persen, lebih cepat
dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh

meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam
memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu
daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan
oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan

suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian
Kabupaten Batang Hari didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha,
diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan;
Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-
masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Batang Hari.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Batang Hari

pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
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Perikanan, yaitu mencapai 40,14 persen (angka ini turun dari 40,79 persen di
tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,96
persen (turun dari 12,46 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha
Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,14 persen (turun dari 10,21 persen
di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,93 persen (naik dari 8,46 persen di
tahun 2015) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,59 persen.
Tabel. 2.1

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019

No Lapangan Usaha 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019**
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (9)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 40.79 41.63 41.54 39.72 40.14
2 | Pertambangan dan Penggalian 10.21 8.96 9.73 11.12 10.14
3 Industri Pengolahan 12.46 12.02 11.62 11.25 10.96
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Daur Ulang
6 | Konstruksi 6.57 6.47 6.29 6.45 6.59

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

7 Sepeda Motor 8.46 8.99 9.24 9.59 9.93
8 | Transportasi dan Pergudangan 1.62 1.64 1.60 1.61 1.63
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.38 0.39 0.40 0.41 0.43
10 | Informasi dan Komunikasi 3.62 3.82 3.85 4.04 4.15
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 2.02 2.02 1.93 1.82 1.74
12 | Real Estat 1.31 1.34 1.30 1.33 1.36
13 | Jasa Perusahaan 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09
14. | Administras Pemerintzhan, Pertzhanan dan 525 | 525 | 507 | 510 | 520
15 | Jasa Pendidikan 4.62 4.74 4.71 4.74 4.88
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.42 1.43 1.49 1.52 1.57
17 | Jasa lainnya 1.07 1.07 1.03 1.07 1.06
Kabupaten Batang Hari 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kelima lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor cenderung
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meningkat. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Lapangan usaha

Kontruksi juga mengalami fuktuasi tapi dengan kecenderungan menurun.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.
Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan
produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk
melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan
ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan
tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan
oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah
selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Batang Hari
pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari
pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Batang Hari atas dasar harga konstan
2010, mencapai 11,72 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 11,16 triliun
rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019
terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen, lebih tinggi jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai
4,96 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 dipercepat oleh adanya investasi
dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya
adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan

jembatan. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Tiongkok,
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Amerika Serikat, dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN. Tiga
negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia,
dan Thailand.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum vyaitu sebesar 7,76 persen. Salah satu
penyebabnya adalah meningkatnya rumah makan. Dari 17 lapangan usaha
ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali
lapangan usaha Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang
serta lapangan usaha Jasa keuangan dan asuransi yang mengalami
pertumbuhan negatif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif
sebesar lima hingga tujuh persen. Sedangkan lima lapangan usaha lainnya
berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah,
yaitu kurang dari lima persen.

Sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar
lima hingga tujuh persen tersebut antara lain Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 7,72 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,52
persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 7.33 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,18 persen;
Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,21 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial sebesar 6,19 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,28 persen; Real Estate
sebesar 5,15 persen; Transportasi dan pergudangan sebesar 5,06 persen dan
Kontruksi sebesar 5,02 persen.

Sedangkan lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif
kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 4,86 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,95 persen; Jasa Lainnya sebesar 3.49 persen;
Jasa Perusahaan sebesar 3,29 persen serta Industri Pengolahan sebesar 1,43

persen.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 22



Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kabupaten Batang Hari Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019

No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 | 2018* | 2019**
(a) (b) (c) (d) (f) (9) (h)
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,31 4,50 2,40 2.70 4.86
2 | Pertambangan dan Penggalian -0,07 3,18 13,47 | 12.71 7.18
3 | Industri Pengolahan 2,84 2,23 2,86 2.55 1.43
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 9,78 10,11 6,24 6.10 6.21
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 539 4,03 873 9.26 145
dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 6,19 5,43 4,52 4.87 5.02
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 814 761 519 718 733
dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 6,14 6,21 4,93 5.12 5.06
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,94 10,00 8,26 8.45 7.76
10 | Informasi dan Komunikasi 8,53 7,13 7,32 7.52 7.52
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 2,26 2,30 2,38 -2.71 -0.85
12 | Real Estat 3,17 3,22 4,13 4.67 5.15
13 | Jasa Perusahaan 6,28 5,67 4,35 4.40 3.29
14 Adrr.1|n|straS|. Peme.r‘lntahan, Pertahanan dan 6,19 548 3,48 352 3.95
Jaminan Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 6,74 6,37 5,06 5.23 5.28
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,07 6,87 5,41 5.52 6.19
17 | Jasa lainnya 6,55 5,03 4,76 4,89, 3.49
Kabupaten Batang Hari 4.27 4.65 4.81 4.96 4.99
* Angka sementara
** Angka sangat sementara
3. PDRB Per Kapita
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu

daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil

bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan

jumlah penduduk.

Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan

mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB

sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi
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yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB
per kapita Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015
hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita
tercatat sebesar 46,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2019 mencapai 60,34 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan
angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi
oleh faktor inflasi.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Batang Hari, 2015 - 2019

- | 205 | 2006 | 2017 [ 2018* | 2019** |

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)

- ADHB/ at current price 12.063 13.358 14.695 15.677 16.466
- ADHK/ at 2010 Constant Price 9.695 10.146 10.634 11.162 11.719
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)

- ADHB/ at current price 46.283 50.619 55.045 58.071 60.340
- ADHK/ at 2010 Constant Price 37.199 38.447 39.833 41.345 42.946

- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/Growth of
Per Capita GRDP at 2010 Constant Price

Jumlah Penduduk (orang)/Population (People) 260.631 | 263.896 | 266.971 | 269.966 275.504

Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population

Growth (Percent)

3.69 3.36 3.60 3.80 3.87

1.32 1.25 1.19 1.12 1.06

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi
penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya
penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sesuai dengan peraturan
perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan,
penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk

memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik
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maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta
mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu
menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah
hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
Prioritas-prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJP inilah yang akan
menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber
pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada
dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah
pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh
sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan
efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan
daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan

daerah.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal
1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan di
atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Bagi Hasil

Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana
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Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota
Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif
Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Hasil

Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kebijakan bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari pada
hakekatnya merupakan upaya peningkatan dukungan anggaran dalam rangka
pembiayaan kegiatan pembangunan pada Anggaran Tahun 2021 untuk
memenuhi peningkatan kebijakan publik demi memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka Kebijakan
Umum Pendapatan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 ditempuh
melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Mendorong dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan.

b) Mengefektifkan sumber-sumber pendapatan (PAD) yang telah ada.

c) Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah,
dan Provinsi.

d) Meningkatkan efesiensi dalam penggalian dan proses peningkatan PAD.

e) Mengembangkan sumber-sumber PAD baru secara rasional dengan tetap
memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

f) Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muara Bulian dalam hal
penagihan piutang pajak daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2021 yang merupakan
potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Batang Hari sesuai
urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi
retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi
Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama

Pemerintah dan Swasta.
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah dilakukan melalui:

1)

2)

3)

4)

5)

Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi
pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, pemutakhiran
basis data objek pajak, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas
penerimaan dari setiap jenis pungutan;

Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan
Peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan
peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak
dan retribusi tersebut;

Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara
insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan
sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak
dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan
administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis
pemungutan;

Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi
daerah;

Mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah sesuai
dengan potensi rill Objek pajak;

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam
pembiayaan (bidang pendapatan) untuk pembangunan, dan

Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur bidang teknis perpajakan.

Melanjutkan pendataan objek pajak PBB-P2 dalam rangka implementasi
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Restribusi
Daerah.

Melaksanakan kegiatan penyesuaian zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi
rata-rata (NIR) untuk meningkatkan potensi pajak bumi bangunan.
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g.

Mengefektifkan pendataan potensi sumber pajak daerah dari komunditas
perkebunan dengan bantuan teknologi citra satelit.

Mengoptimalkan kinerja pelayanan RSUD-HAMBA menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan
daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1)

2)

3)

b)

Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh
OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan
Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber
daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cqg. Direktorat
Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting
migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh
proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk
mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak, DAU, dan DAK.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 28



ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan
diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi
Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan

Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu
kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh
terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian
global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan
berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi sebagai dampak
dari penyebaran Covid-19. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi

mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ditargetkan 4,5-5,5 persen.
Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi
juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni
investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran
pertumbuhan ekonomi pada 2021 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada

2020. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 29



2020. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal, merebaknya Covid-19

berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 4,5-
5,5 persen pada 2021 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca
implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi
lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2021 tidak bisa
dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industry manufaktur. Industri manufaktur
harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan
Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan
antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari
sektor pariwisata. Ke depan, pemerintah akan mengembangkan berbagai

destinasi pariwisata sekelas dengan Bali.

Selain tumbuh kuat, stabilitas makroekonomi juga akan dijaga dengan
mempertahankan inflasi pada tingkat di bawah 3,0 persen melalui koordinasi
kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya melalui

perbaikan infrastruktur konektivitas.

Asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah.
Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh
daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana
perimbangan. Adapun asumsi APBN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai
berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi : 4,5 - 5,5 persen

b) Inflasi pada kisaran : 3,0 persen

c) Nilai Tukar pada kisaran Rp. 14.600,- perdolar AS

d) Tingkat Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 Tahun : 7,29 persen
e) Tingkat Pengangguran Terbuka : 7,5 - 8,2 persen

f) Tingkat Kemiskinan : 9,2 - 9,7 persen

g) IPM: 72,78 -72,90
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h) Gini Rasio : 0,377 - 0,379

i) Harga minyak mentah Indonesia 45 dollar AS/barrel
j) Lifting Minyak (ribu barel per hari) mencapai 705

k) Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 992.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I 2020 tercatat
1,65% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar 3,59% (yoy) juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I
2019 sebesar 4,69% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan meluasnya
pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perjalanan,
industri dan kegiatan komersial lainnya. Perlambatan terjadi pada hampir
seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha pertanian serta lapangan usaha

informasi dan komunikasi.

Pandemi Covid-19 yang menyebar dengan sangat cepat ke berbagai
negara termasuk Indonesia, mendorong berbagai pemangku kepentingan
menerapkan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Kondisi ini
menimbulkan shock permintaan khususnya terhadap komoditas energi primer
dan komoditas perkebunan. Hal ini berdampak pada melambatnya
pertumbuhan lapangan usaha pertambangan, lapangan usaha industri
pengolahan dan lapangan usaha perdagangan Provinsi Jambi. Meskipun,
pertumbuhan lapangan usaha pertanian terpantau meningkat didorong

berlangsungnya panen raya tanaman pangan dan hortikultura.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi terutama disebabkan
penurunan ekspor komoditas migas dan non migas. Demikian pula konsumsi
rumah tangga yang mengalami perlambatan sejalan dengan menurunnya daya
beli akibat efisiensi tenaga kerja. Pesimisme pelaku usaha atas risiko Covid-19
juga menurunkan kinerja investasi. Hampir seluruh komponen pengeluaran

mengalami perlambatan kecuali konsumsi pemerintah. Pertumbuhan konsumsi
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pemerintah tercatat membaik didorong peningkatan belanja dalam rangka

penanganan dampak Covid-19.

Selanjutnya, perkembangan inflasi Provinsi Jambi tercatat meningkat dari
1,40% (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi 2,61% (yoy) di triwulan I 2020
seiring terbatasnya pasokan bahan makanan akibat perubahan musim panen
dan kendala impor. Lebih lanjut, perkembangan aliran uang tunai menunjukkan
net intflow sebesar Rp0,50 triliun sejalan dengan kembali normalnya

permintaan uang tunai setelah periode Natal dan Tahun Baru.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020, penyaluran kredit
di Provinsi Jambi tercatat tumbuh melambat sebesar 7,41% (yoy). Demikian
pula pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat menjadi sebesar
2,35% (yoy).

Sementara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 67,64% pada
Februari 2019 menjadi 67,56% pada Februari 2020. Di sisi lain, persentase
penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2019 mengalami perbaikan
dan turun menjadi sebesar 7,51%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
7,85%. Selain itu, Nilai Tukar Petani juga menunjukkan perbaikan pada triwulan
I 2020 menjadi rata-rata 107,52 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar
rata-rata 102,22.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2020
diprakirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi
daerah didorong oleh meredanya risiko penyebaran pandemi Covid-19. Kondisi
tersebut tercermin dari kebijakan sejumlah negara yang mulai melonggarkan
pembatasan sosial pada akhir triwulan II 2020. Peningkatan ekonomi daerah
terutama akan bersumber dari perbaikan lapangan usaha pertanian dan
pertambangan. Kinerja lapangan usaha pertanian didorong oleh membaiknya
produktivitas tanaman perkebunan didukung cuaca yang kondusif. Sementara,
kinerja lapangan wusaha pertambangan sejalan dengan meningkatnya

permintaan minyak mentah yang merupakan komoditas ekspor terbesar
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Provinsi Jambi. Selanjutnya, inflasi triwulan III 2020 juga diprakirakan
meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi akan bersumber dari
kelompok makanan disebabkan berakhirnya musim panen di tengah kenaikan
permintaan paska pelonggaran pembatasan aktivitas sosial. Selain itu,
kelompok transportasi juga diprakirakan meningkat disebabkan normalisasi tarif

angkutan udara dan angkutan lainnya paska periode puncak pandemi Covid-19.

Sejalan dengan arah pembangunan Nasional, pada dasarnya
Pembangunan Kabupaten Batang Hari merupakan upaya untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat daerah yang dilaksanakan secara terus menerus
berdasarkan kemampuan daerah serta kemampuan nasional dengan
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan
tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global. Substansi dari
pengertian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang akan dan
telah dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan merupakan langkah-
langkah untuk menangani berbagai permasalahan yang berkembang dalam
rangka meningkatkan kualitas dan perikehidupan masyarakat Kabupaten

Batang Hari.

Pada tahun 2021, pembangunan di Kabupaten Batang Hari tetap
berorientasi kepada RPJMN 2019-2024, RPIJMD Provinsi Jambi 2016-2021 dan
RPJMD Batang Hari 2016-2021 dengan tetap mempertimbangkan dinamika dan
ekonomi global, nasional dan di daerah Batang Hari sendiri. Oleh karena itu
untuk ketajaman sebuah perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan

berbagai asumsi dari berbagai aspek.

Sasaran pembangunan Kabupaten Batang Hari yang ingin dicapai pada
Tahun 2021 adalah upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan target yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada Tahun 2021, ditetapkan dengan asumsi-asumsi :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berkarakter;
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1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar sehingga APK dapat dicapai
sebesar 105,95 persen dan APM SMP sederajat dapat dicapai 85,37
persen pada akhir tahun 2021;

2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan sehingga Nilai Rata-rata UN SMP
sebesar 60,00 dan Persentase Kelulusan SMP dapat dicapai 99,15
persen pada akhir Tahun 2021;

. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat;

1) Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat sehingga Angka Kematian
bayi dapat dicapai 3 dan persentase Case Detection Rate (CDR) dapat
dicapai 82,50 persen pada akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat sehingga Indeks Keluarga Sehat
(IKS) dapat dicapai sebesar 0,8 pada akhir Tahun 2021;

c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

1) Meningkatnya Daya Saing Petani sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dapat
dicapai sebesar 102,50 pada akhir Tahun 2021;

2) Pemerataan Pendapatan Masyarakat dengan Indeks Gini dapat dicapai
sebesar 0,2525 pada akhir Tahun 2021;

d. Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

1) Meningkatnya persentase iklim investasi daerah sehingga Laju
Pertumbuhan Investasi Daerah dapat dicapai sebesar 5,4 persen pada
akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat sehingga Nilai Inflasi Daerah
sebesar 0,80 dapat dicapai pada akhir Tahun 2021;

. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar;

1) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi
sehingga Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap dapat dicapai
27,95 persen pada akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan sehingga
Jumlah Sekolah SD dan SMP Terakreditasi A dapat dicapai sebanyak 40
Sekolah pada akhir Tahun 2021;

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan sehingga
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dapat dicapai 55,56 persen
dan Rumah Sakit Umum Daerah Terakreditasi PARIPURNA sebanyak
1 Rumah Sakit Umum pada akhir Tahun 2020;
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4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga
Persentase kawasan kumuh dapat diturunkan mencapai 0,0085 persen
pada akhir Tahun 2021;

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian sehingga
Persentase infrastruktur pertanian terhadap luas lahan sawah yang
mendapat akses dapat dicapai 41,20 persen pada akhir Tahun 2021;

6) Meningkatnya infrastruktur Perdagangan sehingga Persentase Jumlah
Pasar Rakyat (Tipe C) dalam Kondisi Baik sebesar 7,89 persen dapat
dicapai pada akhir Tahun 2021.

e. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;

1) Meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga Nilai
SAKIP Kabupaten dapat mencapai Nilai A dan Nilai Opini Kinerja
Keuangan dapat mencapai Nilai WTP pada akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebesar 89,56 dapat dicapai pada akhir Tahun 2021.

f. Implementasi Nilai-nilai Keagamaan dalam kehidupan masyarakat;

1) Meningkatnya kepekaan sosial masyarakat tentang aspek keagamaan
dalam aktifitas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga
Indeks Kepekaan Sosial sebesar 0,60 dapat dicapai pada akhir Tahun
2021;

2) Meningkatnya Budaya Baca Al-qur'an bagi generasi muda sehingga
Persentase Melek Aksara Al-Qur'an sebesar 97,00 persen dapat dicapai
pada akhir Tahun 2021;

3) Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama dalam masyarakat sehingga
dapat menurunkan persentase Konflik SARA dalam masyarakat tidak ada
terjadi konflik SARA (0 persen) dapat dicapai pada akhir Tahun 2021;

g. Pengembangan Budaya untuk Melestarikan Kearifan Lokal;

1) Meningkatnya Pengembangan Budaya Daerah sebagai upaya untuk
meningkatkan jumlah event budaya dan seni daerah di Tingkat
Kabupaten dan Provinsi sebanyak 6 event dapat dicapai pada Akhir
Tahun 2021;

2) Pelestarian Budaya Kearifan Lokal Daerah sebagai upaya meningkatkan
mata budaya yang dilestarikan sebanyak 40 budaya yang dilestarikan
dapat dicapai pada akhir Tahun 2021.
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Selain Asumsi-asumsi Makro di atas terdapat beberapa asumsi yang
diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Batang Hari pada

Tahun 2020, dipengaruhi oleh lain-lain asumsi;

a. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi
pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBD diluar
gaji.

b. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran bidang
kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total APBD diluar gaji.

c. Pembangunan infrastruktur dialokasikan sekurang-kurangnya 25 pesen dari
total APBD diluar gaji.

d. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan
baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.
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BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.
Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah
Kabupaten terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat meliputi : Dana Perimbangan; yaitu : Dana
Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik
dan DAK Non Fisik); Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
Dana Keistimewaan; dan Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah meliputi : Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan
Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat;
dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Kebijakan bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari pada

hakekatnya merupakan upaya peningkatan dukungan anggaran dalam rangka
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pembiayaan kegiatan pembangunan pada Anggaran Tahun 2021 untuk
memenuhi peningkatan kebijakan publik demi memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka Kebijakan
Umum Pendapatan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 ditempuh

melalui kegiatan sebagai berikut :

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut :
a) Mendorong dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan.
b) Mengefektifkan sumber-sumber pendapatan (PAD) yang telah ada.

c) Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah,
dan Provinsi.

d) Meningkatkan efesiensi dalam penggalian dan proses peningkatan PAD.

e) Mengembangkan sumber-sumber PAD baru secara rasional dengan tetap
memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

f) Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muara Bulian dalam hal
penagihan piutang pajak daerah.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH;

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang merupakan
potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Batang Hari sesuai
urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi
retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; peningkatan pendapatan transfer melalui dana
perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta

peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
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Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap

tantangan serta prospek perekonomian di Kabupaten Batang Hari dengan

berpedoman pada Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah RPJMD Kabupaten

Batang Hari Tahun 2016-2021 dan menyikapi dampak ekonomi dari penyebaran

Virus Covid-19, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber

penerimaan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Target Pendapatan

dan Penerimaan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021, sebagai

yang tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel. 4.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN TARGET TAHUN ANGGARAN
KODE PEMBIAYAAN DAERAH BERKENAAN DASAR HUKUM
1 2 3 4
4, PENDAPATAN DAERAH 1.334.393.799.252,05
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.014.312.356,00
4.1.01. | Pajak Daerah 40.242.980.851,00
4.1.02. | Retribusi Daerah 6.555.997.450,00
4.1.03. H_as.|I Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 10.662.400.000,00
Dipisahkan
4.1.04. | Lain-Lain PAD Yang Sah 62.552.934.055,00
4.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.176.740.086.896,05
4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.096.945.431.875,15
4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah 79.794.655.020,90
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 37.639.400.000,00
4.3.01. | Pendapatan Hibah 4.500.000.000,00
4.3.02. | Dana Darurat -
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 33.139.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.334.393.799.252,05
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 18.150.000.000,00
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PENDAPATAN DAN PENERIMAAN TARGET TAHUN ANGGARAN

KODE PEMBIAYAAN DAERAH BERKENAAN DASAR HUKUM
2 3 4
6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 18.150.000.000,00
Sebelumnya

6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan -

6.1.03. -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah -

6.1.05. -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah

6.1.06. | dengan Ketentuan Peraturan Perundang- -

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 18.150.000.000,00

JUMLAH DANA TERSEDIA 1.352.543.799.252,05

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target.

Upaya-upaya vyang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui:

1)

2)

3)

4)

Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi
pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, pemutakhiran
basis data objek pajak, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas
penerimaan dari setiap jenis pungutan;

Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan
Peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan
peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak
dan retribusi tersebut;

Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara
insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan
sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak
dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan
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)

administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis
pemungutan;

Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi
daerah;

Mengoptimalkan penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah sesuai
dengan potensi rill Objek pajak;

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam
pembiayaan (bidang pendapatan) untuk pembangunan, dan Meningkatkan
kemampuan SDM Aparatur bidang teknis perpajakan.

Melanjutkan pendataan objek pajak PBB-P2 dalam rangka implementasi
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak dan Restribusi
Daerah.

Melaksanakan kegiatan penyesuaian zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi
rata-rata (NIR) untuk meningkatkan potensi pajak bumi bangunan.

Mengefektifkan pendataan potensi sumber pajak daerah dari komunditas
perkebunan dengan bantuan teknologi citra satelit.

Mengoptimalkan kinerja pelayanan RSUD-HAMBA menjadi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan
daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1)

2)

3)

Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
(PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan

Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
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Strategi Pencapaian Target Pendapatan Transfer:

a) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi
sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq.
Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

b) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting
migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh
proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

c) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk
mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak, DAU, dan DAK.
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BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu
diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang

merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penganggaran belanja daerah dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri
atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan
pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan
Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
belanja daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah Kabupaten Batang Hari akan mendukung target capaian
prioritas pembangunan Nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar
hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca
COVID-19.

Pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun

program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
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perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik

daerah dan/atau standar teknis.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan
berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang
selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan
potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran
selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi
dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan

penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan
publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka
Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya
yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk
selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan

umum anggaran.

Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
mencakup urusan wajib yaitu; urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
dan urasan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan
akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabupaten
Batang Hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari

berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1.
1.01.

2
2.01.

3
3.01.

4
4.01.

5

5.01
5.02
5.03
5.04

6
6.01

Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kesehatan
Dinas Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan olitik

Sosial
Dinas Sosial

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1.
1.01.

2.
2.01

3.
3.01

Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
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9.
9.01

10.
10.01

11.
11.01

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perhubungan
Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga

Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

B. Urusan Pilihan

1.
1.01.

2.
2.01.
2.01.

Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pertanian
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Perkebunan dan Peternakan

C. Penunjang Urusan

1.
1.01
2.
2.01

3.
3.01

Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Keuangan
Badan Keuangan Daerah

Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
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4, Penelitian dan Pengembangan
4.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

D. Urusan Pendukung

1. Sekretariat Daerah
1.01 Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD
2.01 Sekretariat DPRD

E. Urusan Pengawasan

1. Inspektorat
1.01 Inspektorat Daerah

F. Urusan Kewilayahan

1. Kecamatan

1.01 Kecamatan Mersam

1.02 Kecamatan Muara Tembesi
1.03 Kecamatan Muara Bulian
1.04 Kecamatan Batin XXIV
1.05 Kecamatan Pemayung
1.06 Kecamatan Maro Sebo Ulu
1.07 Kecamatan Bajubang

1.08 Kecamatan Maro Sebo Ilir

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA
TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis :

a) Belanja Pegawai; digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan
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anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Barang dan Jasa; digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah
yang tercantum dalam RPJMD.

c) Belanja Bunga; digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan
Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah.

d) Belanja Subsidi; Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja
subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau
jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau
badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan
dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga
dapat terjangkau oleh masyarakat.

e) Belanja Hibah; Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja hibah ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial; Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau
barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan. Belanja
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bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal;

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dengan memenubhi

kriteria: sebagai berikut;
1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.
Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) Belanja Tanah;

b) Belanja Peralatan dan Mesin;
¢) Belanja Bangunan dan Gedung;
d) Belanja Jalan;

e) Belanja Irigasi dan Jaringan;

f) Belanja Aset Tetap Lainnya;

3. Belanja Tidak Terduga; merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer; merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah
kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada

pemerintah desa.

a) Belanja Bagi Hasil;

b) Belanja Bantuan Keuangan;
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BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah

sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

6 .1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit
APBD dapat bersumberkan dari; a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yaitu : pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-
lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan,
penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian
target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; b. Hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan; c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan
surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2021 digunakan untuk : Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yaitu Bank
Jambi dan PDAM. Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Perda
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development
Goal’s (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di
wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah
perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah Kabupaten
Batang Hari akan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan
menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber

dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
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BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah
daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima)
tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi
program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi
tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas
pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan
strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan
dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang
diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara
langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan
daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat
layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas
pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran
dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Mengingat keterbatasan
dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas
pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal.
Tema Pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 yaitu, Tuntaskan
Pembangunan SDM, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur, Birokrasi
dan Kearifan Lokal.

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara
khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas
pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Batang Hari

pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi,
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efektivitas, dan daya guna bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam
pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Batang Hari
juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jambi demi
keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini
dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian
sasaran pembangunan untuk semua (development for all) dan dapat
memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah, yang pada

gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang dituangkan
dalam RKPD Tahun Anggaran 2021 disusun melalui pendekatan politis,
teknokratis-partisipatif, dan top down-bottom up. Pada setiap pendekatan
tersebut pada intinya mempertimbangkan ;

1. Arah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD
2016-2021);

2. Prioritas  Pembangunan Nasional (RKP 2021) dan Komitmen-komitmen
Nasional

3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi (RKPD Provinsi 2021);
4. Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019; dan
5. Aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun 2020, Prioritas
Pembangunan
Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2021 diarahkan pada hal-hal
sebagai berikut:
1. Sumberdaya Manusia
2. Ekonomi Kerakyatan
3. Infrastruktur Pelayanan Dasar
4. Reformasi Birokrasi
5

. Kearifan Lokal

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,
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kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka
merealisasikan misi yang akan dicapai. Visi Kabupaten Batang Hari adalah
“Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan
Ketagqwaan”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 5 (Lima) Misi
Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 vyaitu:

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan
Berkarakter;

2) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Ekonomi Kerakyatan;

3) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi
Masyarakat;

4) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan
Reformasi Birokrasi;

5) Memajukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan serta
melestarikan nilai-nilai budaya kearifan lokal, adat dan kesenian daerah
dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional.

Sasaran pembangunan Kabupaten Batang Hari yang ingin dicapai pada
Tahun 2021 adalah upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan target yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada Tahun 2021, ditetapkan dengan asumsi-asumsi :

e. Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berkarakter;

3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar sehingga APK dapat dicapai
sebesar 105,95 persen dan APM SMP sederajat dapat dicapai 85,37
persen pada akhir tahun 2021;

4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan sehingga Nilai Rata-rata UN SMP
sebesar 60,00 dan Persentase Kelulusan SMP dapat dicapai 99,15
persen pada akhir Tahun 2021;

f. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat;

1) Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat sehingga Angka Kematian
bayi dapat dicapai 3 dan persentase Case Detection Rate (CDR) dapat
dicapai 82,50 persen pada akhir Tahun 2021;
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2) Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat sehingga Indeks Keluarga Sehat
(IKS) dapat dicapai sebesar 0,8 pada akhir Tahun 2021;

g. Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

3) Meningkatnya Daya Saing Petani sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dapat
dicapai sebesar 102,50 pada akhir Tahun 2021;

4) Pemerataan Pendapatan Masyarakat dengan Indeks Gini dapat dicapai
sebesar 0,2525 pada akhir Tahun 2021;

h. Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

1) Meningkatnya persentase iklim investasi daerah sehingga Laju
Pertumbuhan Investasi Daerah dapat dicapai sebesar 5,4 persen pada
akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat sehingga Nilai Inflasi Daerah
sebesar 0,80 dapat dicapai pada akhir Tahun 2021;

d. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar;

1) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi
sehingga Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap dapat dicapai
27,95 persen pada akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan sehingga
Jumlah Sekolah SD dan SMP Terakreditasi A dapat dicapai sebanyak 40
Sekolah pada akhir Tahun 2021;

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan sehingga
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dapat dicapai 55,56 persen
dan Rumah Sakit Umum Daerah Terakreditasi PARIPURNA sebanyak
1 Rumah Sakit Umum pada akhir Tahun 2020;

4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga
Persentase kawasan kumuh dapat diturunkan mencapai 0,0085 persen
pada akhir Tahun 2021;

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian sehingga
Persentase infrastruktur pertanian terhadap luas lahan sawah yang
mendapat akses dapat dicapai 41,20 persen pada akhir Tahun 2021;

6) Meningkatnya infrastruktur Perdagangan sehingga Persentase Jumlah
Pasar Rakyat (Tipe C) dalam Kondisi Baik sebesar 7,89 persen dapat
dicapai pada akhir Tahun 2021.

e. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;
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1) Meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga Nilai
SAKIP Kabupaten dapat mencapai Nilai A dan Nilai Opini Kinerja
Keuangan dapat mencapai Nilai WTP pada akhir Tahun 2021;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sehingga Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebesar 89,56 dapat dicapai pada akhir Tahun 2021.
f. Implementasi Nilai-nilai Keagamaan dalam kehidupan masyarakat;

1) Meningkatnya kepekaan sosial masyarakat tentang aspek keagamaan
dalam aktifitas berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga
Indeks Kepekaan Sosial sebesar 0,60 dapat dicapai pada akhir Tahun
2021;

2) Meningkatnya Budaya Baca Al-qur’an bagi generasi muda sehingga
Persentase Melek Aksara Al-Qur’an sebesar 97,00 persen dapat dicapai
pada akhir Tahun 2021;

3) Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama dalam masyarakat sehingga
dapat menurunkan persentase Konflik SARA dalam masyarakat tidak ada
terjadi konflik SARA (0 persen) dapat dicapai pada akhir Tahun 2021;

g. Pengembangan Budaya untuk Melestarikan Kearifan Lokal;

1) Meningkatnya Pengembangan Budaya Daerah sebagai upaya untuk
meningkatkan jumlah event budaya dan seni daerah di Tingkat
Kabupaten dan Provinsi sebanyak 6 event dapat dicapai pada Akhir
Tahun 2021;

2) Pelestarian Budaya Kearifan Lokal Daerah sebagai upaya meningkatkan
mata budaya yang dilestarikan sebanyak 40 budaya yang dilestarikan
dapat dicapai pada akhir Tahun 2021.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaan
protokol penanganan COVID-19 ini, dengan didukung seluruh elemen
masyarakat bersepakat untuk menjalankan secara bersama untuk percepatan

penanganan pandemi dan wabah penyakit COVID-19.

Menjalankan tanggap darurat bencana pandemi dan wabah penyakit
yang merujuk pada definisi bencana yang diatur dalam undang-undang No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi dan wabah COVID-19
yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, dikategorikan sebagai bencana non

alam yang juga berdampak pada jiwa (kehidupan) dan juga mempengaruhi
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penghidupan masyarakat. Kebijakan penanganan Pandemi ini juga diperkuat
dengan Undangundang No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan
Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, terdapat pembagaian urusan
konkuren antara pusat dan daerah. Urusan konkuren terdiri dari atas urusan
wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan
sedangkan urusan pilihan urusan daerah yang secara nyata dan berpotensi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi. Pada pasal 18
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa
segala urusan pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah berprinsip

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan upaya dalam penyebaran
Covid-19 maka hal itu akan membantu pemerintah pusat dan Provinsi sebagai
tonggak penyelenggaran pemerintah yang baik, karena pemerintah pusat dinilai
sulit untuk menangani sendirian tanpa adanya campur tangan pemerintah

daerah.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 melaksanakan
Kebijakan Penanganan Pendemi Corona Virus disease 19 antara lain :
1. Melengkapi Fasilitas Kesehatan sesuai protokol Covid 19.

2. Melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi
dan Penguatan Katahanan Pangan Daerah Pasca Pendemi Covid 19.

3. Meningkatkan Efektifitas Anggaran dengan memprioritaskan Belanja-belanja
yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

4. Menjamin ketersediaan bahan pokok dan memastikan terjaganya daya beli
masyarakat.

5. Memfasilitasi terbentuknya tatanan sosial masyarakat baru/ New Normal
sesuai protokol Covid 19.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 57



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2021 Kabupaten Batang Hari ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Muara Bulian, || September 2020

PIMPINAN DPRD r BUPATI BATANG(H
KABUPATEN BATANG HARI,

ANITA YASMIN, SE Ir. H. SYAHIRSAH SY

Wakil Ketua

Wakil K.etua
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